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PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

NOMOR : 148/KPT.W28-U/SK.RA1.3/1/2026

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029

o

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara, perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029, maka Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Maluku Utara, Nomor 287 /KPT.W28-U/RA1.3//2025 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara perlu
dilakukan penyesuaian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Maluku
Utara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung

Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

k. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan

Perencanaan Strategis dan rencana Kerja Kementrian / Lembaga,;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
di lingkungan Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

n. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/1X/2025

tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

0. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA.1.3/1X/2025

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI 2025-2029;

Surat  Keputusan  Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADI
LAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara,
dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja.

Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih
menyelaraskan isu-isu strategis di Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar tetap
memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk
mengukur Kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi
Maluku Utara dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Sofifi
Pada Tanggal : 15 Januari 2026
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2026

No | Sasaran Kinerja : Ind_|kator Penjelasan Penanggung Sumber Data
Kinerja Utama Jawab
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Terwujudnya
peradilan yang
efektif
transparan,
akuntabel,
responsif dan
modern

Persentase
penyelesaian
perkara
pperdata secara
tepat waktu

a) Definisi Operasional Indikator

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata tingkat banding
yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu
pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014
tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan
tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang
waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas
perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

b) Formula Perhitungan

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

x 100%

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan

Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan
menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan.

c) Satuan yang digunakan

Persentase

d) Trend/polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan




e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Setiap akhir bulan)
f)  Treshold/Ambang Kinerja
B <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);
100% (baik; capaian kinerja sesuai target);

B >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)

Persentase
penyelesaian
perkara pedana
secara tepat
waktu

a) Definisi Operasional Indikator

Indikator ini  mengukur penyelesaian perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu. dengan memperhatikan SEMA nomor 2
tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada
pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan.
Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi
berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

b) Formula Perhitungan

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu y 100%
Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan

Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan
menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan.

c) Satuan yang digunakan

Persentase

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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